Menimbang:

Mengingat:

SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR s  TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABALONG,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang
efektif, efisien, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan
terbaik kepada masyarakat, diperlukan penataan
kelembagaan Perangkat Daerah yang sesuai dengan prinsip-
prinsip pemerintahan yang baik demi terwujudnya tujuan
negara berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil penataan
kelembagaan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tabalong, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi Daerah saat
ini, sehingga perlu diganti;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesta Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
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sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S587), sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penectapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887}, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402},
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1539);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG
dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

PERANGKAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o AW

14.
15.
16.

Daerah adalah Kabupaten Tabalong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tabalong.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tabalong.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong.

. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong.

. Dinas Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

. Badan Daerah adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.

. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah bagian Perangkat

Daerah dalam penegakan peraturan daerah, dan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan
masyarakat.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
Camat adalah pimpinan Kecamatan dalam wilayah Daerah.

Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Tabalong.
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17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.

BABII
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

SR e a0 o

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas,;

rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai
berikut:

oo

Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B.

Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A.

Dinas Daerah terdiri dart:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan;

2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang
Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;

5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat;

6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

7. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja;

8. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pangan, Bidang
Kelautan dan Perikanan, dan Bidang Pertanian;

9. Dinas Lingkungan Hidup tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
Bidang Lingkungan Hidup;

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

12. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
Bidang Perhubungan,



13.

14.

15.

16.

17.

1.
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Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik, dan
Bidang Persandian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perindustrian, dan Bidang
Perdagangan;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal;
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang
Pariwisata; dan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Badan Daerah terdiri dari:

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, dan Urusan
Penelitian dan Pengembangan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan
fungsi penunjang Urusan Keuangan;

Badan Pendapatan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang
Urusan Keuangan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B
melaksanakan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian, dan Urusan
Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan
urusan pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana; dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Intensitas Besar
melaksanakan fungs: Pemerintahan Umum Urusan Kesatuan Bangsa
dan Politik.

Pasal 4

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan
Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.

(2} Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

SECE R M A0 op

Kecamatan Banua Lawas dengan tipe A;
Kecamatan Kelua dengan tipe A;
Kecamatan Tanta dengan tipe A;
Kecamatan Tanjung dengan tipe A;
Kecamatan Haruai dengan tipe A;
Kecamatan Murung Pudak dengan tipe A;
Kecamatan Muara Uya dengan tipe A;
Kecamatan Muara Harus A;

Kecamatan Pugaan tipe A;

Kecamatan Upau tipe A;

Kecamatan Jaro tipe A; dan

Kecamatan Bintang Ara tipe A.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB III
KELURAHAN

Pasal 6

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu
atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan
uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Kelurahan diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 7
Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu Perangkat Daerah induknya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdapat UPTD di
bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah.

Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berbentuk
satuan pendidikan formal dan non formal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pendidikan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 9

Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1} terdapat UPTD di
bidang kesehatan berupa rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan
masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang
bekerja secara profesional.

Rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat
otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis
serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah sakit umum Daerah dan pusat
kesehatan masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
STAF AHLI

Pasal 10

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf ahl:.
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(2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan
oleh Sekretaris Daerah.

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas dan hubungan kerja staf
ahli dengan Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V1
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan
oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan masing-masing Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan
kapasitas fiskal Daerah.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. pejabat aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;

b. Perangkat Daerah yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini mulai
berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan
penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

c. UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 0S5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3}, dinyatakan masth tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 02);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03); dan

c. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Desember 2025

BUPATI TABALONG,
ttd.
MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 17 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,
ttd.
HAMIDA MUNAWARAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (5-124/2025).

_—Salinan Sesuai dengan Aslinya
7 KEP G HUKUM,

|/ NORMA ZAHRIATL, S H.
%, NIP."19730704 199903 2 004
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR s TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Umum

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang akuntabel, efektif
dan efisien maka pemerintah terus melakukan inovasi pada penyederhanaan
birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Birokrasi. Untuk mendukung hal tersebut Pemerintah
Kabupaten Tabalong telah beberapa kali melakukan penyederhanaan struktur
organisasi Perangkat Daerah dengan mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, sebelumnya Pemerintah Kabupaten Tabalong
telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dengan memperhatikan berbagai dinamika
kebutuhan masyarakat serta mendukung terwujudnya Visi Tabalong “SMaRT”
(Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan), maka dibentuk beberapa Perangkat
Daerah yang merupakan hasil penyederhanaan struktur organisasi. Perangkat
Daerah dimaksud antara lain:

a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
b. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian.

Pembentukan Perangkat Daerah tersebut telah melalui beberapa tahapan
analisa yang kompleks dengan strategi pemanfaatan SDM serta ketersediaan
sarana prasarana pendukung yang ada di Kabupaten Tabalong, maka sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sechingga perlu diubah
kembali dengan disusunnya Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan asas “urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk
untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.
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Huruf b
Yang dimaksud dengan asas “intensitas urusan pemerintahan dan
potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat
Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan
suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk
mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat
daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d
Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan
Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna
dan berdaya guna.

Huruf e
Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah
pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan
fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah
dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada
lebih dari satu Perangkat Daerah.

Huruf f
Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan
jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat
Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja
bawahan.

Huruf g
Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja
pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas,
baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h
Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat
Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi
yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas
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Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
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